BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam pembahasan tentang
Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani
pelanggaran kode etik Aparatur Sipil negara pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di
provinsi Nusa Tenggara Barat). Diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Aspek responsibilitas

Secara umum responsibilitas Bawaslu provinsi Nusa tenggara Barat dalam
penanganan pelanggaran kode etik ASN telah menjalankan 5 responsibilitas,
namun hanya 4 responsibilitas yang telah dilakukan dengan baik yaitu,
responsibilitas administratif karena semua tindakan didasarkan dengan
mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, responsibilitas
legal karena sesuai aturan dan hukum yang ada, responsibilitas profesional dan
responsibilitas moral yang telah dilakukan dengan baik berdasarkan perbawaslu.
Untuk responsibilitas politik tidak maksimal karena Bawaslu tidak memiliki
kekuatan politik birokrasi, karena Bawaslu bekerja berdasarkan Hukum.

2. Faktor-Faktor Responsibilitas

Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan
pelanggaran kode etik ASN secara pemahaman tanggung jawab dan pemberian
wewenang yang diterimanya telah sesuai dan sudah baik, dibuktikan dengan
kualitas SDM setiap anggota Bawaslu Provinsi NTB yang mumpuni sesuai
bidangnya masing-masing serta berpegang teguh dengan Perbawaslu dan UU

Pilkada. Dengan terus melakukan evaluasi dengan tindakan tindakan yang akurat,
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adil dan tepat waktu serta didukung dengan komitmen pemimpin yang menjaga

dan memperbaiki kualitasnya sebagai lembaga yang independen, berintegritas,

profesional dan kredibel.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan dijelaskan, maka penulis

dapat memberikan beberapa saran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1.

Bawaslu Provinsi NTB harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusianya terkait layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ASN,
serta meningkatkan fungsi pengawasan pada ASN untuk dapat menekan
angka pelanggaran kode etik ASN itu sendiri di Pemilu selanjutnya.

Dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik ASN perlu meningkatkan
koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan KASN untuk
memaksimalkan penanganan pelanggaran kode etik ASN.

Lebih aktif dan konsisten dalam menjaga integritas dan independensinya

sebagai lembaga pengawas Pemilu.
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Provinsi Nusa Tenggara Barat.

¢. Surat Dari Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik UMMAT Nomor -
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Kepada ;

Nama . Bayu Subiyantoro

NIK / NIM : 3506191707990003 /2019B1D018

Instansi . UMMAT

Alamat/HP . Dusun Jerukgulung RT. 002 RW. 001 Desa Jerukgulung Kec.
Kandangan Kab. Kediri Prov. Jawatimur / ‘082148743401

Untuk © Melakukan Penelitian dengan Judul: " Responsibilitas  Badan
Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Kode
Etik Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak
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Provinsi NTB via email litbang hridaprovntb@gmail com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
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an. Kepala Brida Provinsi NTB
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Lampiran 2. Data yang diberikan Bawaslu NTB

REKAP PELANGGARAN ASN
PADA PEMILIHAN SERENTAK 2020

DUGAAN SUDAH DI <110 S —— p— —
No Kab/Kota PELANGGARAN | DIHENTIKAN | DITERUSKAN TINDAK TINDAK HERAEAE | nSAER vane pire |BELuNBITL
ASN LANJUTI KASN | LANJUTI KASN
PPK PPK

1 |KOTA MATARAM 20 1 19 13 6 12 1 11 1
2 |KAB LOMBOK UTARA 13 13 7 6 6 1 6
3 |KAB LOMBOK TENGAH 14 4 14 10 1 7 3 3 7
4  |KAB SUMBAWA BARAT 10 4 6 2 4 2 0 1 1
5  |KAB SUMBAWA 7 2 5 4 1 4 0 2 2
6 |KAB DOMPU 38 1 37 15 22 14 1 1 14
7 |KABBIMA 26 0 26 26 0 26 0 26 0

TOTAL 128 12 120 77 40 7 6 50 25

140 117 77 75
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Lampiran 3. Data Grafis yang diberikan Bawaslu NTB

REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ‘inwy

PADA PILKADA 2020 DI NUSA TENGGARA BARAT
UPDATE 26 AGUSTUS 2020

76 TEMUAN BAWASLU
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17 BUKAN PELANGGARAN
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88
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(TEMUAN DAN LAPORAN)

Lombok

Mularom Tengah

Dugaan
Pelanggaran ASN

\ Prosesnya
) Dihentikan

; Diteruskan ke
’ KASN

)\ Sudah Mendapat
y Jawaban dari KASN

Sumber data : Data Penanganan Pelanggarar waslu Provinsi NTB berdasarkan laporan Bawaslu Kab./kota (26 Agustus 2020)

@ ntb.bawaslu.go.id bawasluprovntb Q bawaslu_ntb OBowoslu NTB
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Lampiran 4. Gambar alur penanganan pelanggaran kode etik dari Bawaslu
NTB
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Kode Etik

- 30 Hari se‘ak e Pemberhentlan Tetap
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Lampiran 5. Dokumentasi Hasil Pengumpulan Data Metode Wawancara
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AN PENCELELAAN LIZDIA MAKA

oL

' lr SOSIALISASI
| L

Dokumentasi Sosialisasi

Bawaslu NTB

kegiatan
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